BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
aparatur pemerintah daerah Kota Gorontalo dengan nilai R2 (Rsquare)
sebesar 0.717 atau 71.7% maka berarti bahwa variabel dependen (kinerja
aparatur pemerintah daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen
(anggaran berbasis kinerja) sebesar 71.7% dan sisanya sebesar 28.3%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian.
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dijelaskan
maka diajukan saran sebagai berikut: Bagi pemerintah daerah, perlu
dipertahankan dan ditingkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan
kinerja aparatur pemerintah daerah di masa mendatang agar terjadi
peningkatan akuntabilitas yaitu diantaranya dengan tetap mengusahakan
capaian kegiatan sebesar 100%, menyusun dan melaksanakan kegiatan
yang mengacu pada misi dan visi organisasi, lebih melibatkan para
pemangku kepentingan dan berusaha menghasilkan pelayanan publik
yang lebih baik.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel

bebas lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi Kinerja aparatur
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pemerintah daerah seperti Motivasi, Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM), partisipasi serta efektivitas penerapan SPIP.
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